
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SEIATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR I ?TAHUN 2023

TENTANG

TUGAs roKOK, FUNGsl DAN URAIAN TUGAs PADA KECAMATAN
DAN KELURAHAN KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI TABALONG ,

Menimbang     :  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  ayat  (2)  Peraturan  Bupati
Tabalong  Nomor  69  Tahun  2021   tentang  Kedudukan,   Susunan
Organisasi,  Tugas  dan  Flmgsi  serta  Tata  Kelja  Perangkat  Daerah
Kabupaten Tabalong,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Tabalong;

Mengingat        :   1.     Undang-Undang   Nomor   27   Tahun   1959   tentang   Penetapan
Undang-Undang   Darurat    Nomor   3   Tahun    1953    tentang
Perpanjangan  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  Di  Kalimantan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1953  Nomor  9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1959  Nomor 72, Tambahan  I,embaran Negara Republik
Indonesia   Nomor   1820)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1965  tentang  Pembentukan
Daerah  Tingkat  11  Tanah  Laut,  Daerah  Tingkat  11  Tapin  dan
Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor  27  Tahun   1959   tentang  Penetapan   Undang-Undang
Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang  Pembentukan  Daerah
Tingkat 11 Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) ;

2.     Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor   6,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5494);

3.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);
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4.     Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah   (Ijembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2016
Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5887),   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah   (Lembaran   Negara  kepublik  Indonesia  Tahun   2019
Nomor  187,  Tambahan  I+embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6402);

5.     Peraturan    Pemerintah    Nomor     11    Tahun    2017    tentang
Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  6037),  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  tentang
Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017
tentang  Manajemen   Pegawai  Negeri  Sipil   (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2020    Nomor    68,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    17    Tahun    2018    tentang
Kecamatan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

7.     Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun  2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong   Nomor   03   Tahun   2021   tentang   Perubahan   Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

8.     Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  69  Tahun  2021   tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F\mgsi Serta Tata
Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tabalong  (Berita  Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan     :   PERATURAN   BUPATI   TENTANG   TUGAS   POKOK,   F`UNGSI    DAN
URAIAN    TUGAS    KECAMATAN    DAN    KELURAHAN    RABUPATEN
TABALONG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.   Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   unsur   penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3.   Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.   Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5.   Calnat adalah seorang kepala Kecamatan yang memimpin Kecamatan.
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6.   Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagal perangkat Kecanatan.
7.   Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8.   Desa   adalah   Desa   dan   Desa  adat  atau  yang   disebut  dengan   nana   lain,

selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang  memilihi
batas   wilayah   yang   berwenang   untuk   mengatur   dan   mengums   urusan
pemerintahan,    kepentingan    masyarakat    setempat    berdasarkan    prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diahri dan dihorlnati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.   Jabatan  F\mgsional  adalah  sekelompok jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas
berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional  yang  berdasarhan  pada  keahlian  dan
keteralnpilan tertentu.

BAB 11
URAIAN TUGAS KECAMATAN

Barfu Kesatu
Kecanatan

Pasal 2

(1)    Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyal tugas memimpin Kecanatan
dalam   hal   penyelenggaraan   unisan   pemerintahan   umum,   pemberdayaan
masyarakat,  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum,  penerapan

:flay:e:e8a=un¥rap¥n;Lendfe:aalhpek:£;h=Tpe£:ariarnartaanhan=d£=£:
Kecalnatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan
melaksanakan tugas pembantuan.

(2)    Kecamatan  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
menyelenggarakan fungsi:
a.      perumusan  kebijakan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  umum  di

tingkat   kecamatan   sesual   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan   yang   mengatur   pelaksanaan   umsan   pemerintahan   umum
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

b.      penetapan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas
pembantuan serta pelimpahan sebagian kewenangan bupati di wilayahnya
sesual  dengan  prosedur  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
yang  berlaku  agar  tujuan  dan  sasaran  dapat  terlaksana  berdasarhan
rencana rencana strategis;

c.      pengoordinasian   kectatan   pemberdayaan   masyarakat,   penyelenggaraan
ketentraman  dan  ketertiban umum penerapan dan penegakan  peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharann prasarana dan sarana
pelayanan   umum,   penyelenggaraan   kegiatan   pemerintahan   di   tin8kat
kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku;

d.      pembinaan    dan    pengawasan    penyelenggaraan    pemerintahan    desa/

e.

kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku  agar  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan  di
desa/kelurahan dapat beljalan lancar dan terkendali;
pelaksaliaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah
kabupaten  yang  tidak  dilcksanakan  oleh  unit  kelja  peran8kat  daerah
kabupaten  yang  ada  di  kecamatan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  agar
tujuan pembangunan disemua sektor dapat terlaksana dan bezjalan lancer;
pelaksanaan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan
daerah kabupaten meliputi pelayanan perizinan dari non perizinan dengan
kriteria tertentu yang dilakukan melalui pelayanan terpadu; dan
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9.      pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas pekeljaan kepada atasan baik
melalui laporan hinelja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan lainnya
sebagal bchan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi
organisasi.

(3)    Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut:
a.     merumushan kebijakan penyelenggaraan umsan  pemerintahan umum  di

tin9kat   Kecamatan   sesual   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan   yang   mengatur   pelaksanaan   urusan   pemerintahan   umum
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas
pembantuan serta pelimpahan sebagian kewe£1angan Bupati di wila;yahnya
se8uai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
yang  berlaku  agar  tujuan  dan  sasaran  dapat  terlaksana  berdasarkan
rencana strategis;

c.      mengoordinasikan  keSatan  pemberdayaan  maeyarakat,  penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan  penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan   umum,   penyelenggaraan   kegiatan   pemerintahan   di   tin8kat
Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku;

d.     membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
agar    pelaksanaan    kegiatan    pemerintahan    dan    pembangunan    di
Desa/Kelurahan dapat berialan lancar dan terkendali;

e.      melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah
kabupaten  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  unit  keija  perangkat  daerah
kabupaten yang  ada  di  Kecanatan  sesual  ketentuan yang  berlaku  agar
tujuan pemhang`man disemua sektor dapat terlaksana dan berialan lancar;

f.      melaksanakan  sebagian urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan
kriteria tertentu yang dilakukan melalul pelayanan terpadu;

9.      melaporkan  hasil  kegiatan  pelaksanaan  tugas  pekeljaan  kepada  atasan
baik melalui  laporan kinelja dan  laporan  pcnyelenggaraan pemerintchan
lainnya  sebagai hahan  pertanggung).awaban  dan  evaluasi  terhadap tugas
dan fungsi organisasi;

h.     melck8anakan tugas pembantuan dan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh   atasan   sesuai   dengan   ketentuan   yang   berlaku   dalam   rangka
kelancaran tugas dan fungsi organisasi.

(4)   Unsur-unsur organisasi Kecamatan terdiri atas:
a.     Sekretariat;
b.     Seksi pemerintahan;
c.      Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
d.     Seksi pembangunan;
e.      Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
f.      Jabatan F\mgsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1)    Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat (4)  huruf a mempunyal
tugas  pelaksanaan  penyelenggaraan  urusan  dibidang  pelayanan  administratif
dan rumusan telmis meliputi perencanaan, keuangan, urnum dan kepegawaian,
pelaporan, monitoring dan evaluasi kinelja tingkat Kecamatan.
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(2)    Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1),  Sekretariat
mempunyai fungsi :
a.      penyusunan  rumusan  kebijakan  teknis  program  kegiatan dan  pelayanan

administratif di bidang administrasi umum dan kepegawalan, perencanaan
dan   keuangan   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   dan
pedoman  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  dapat  beljalan  sesuai
dengan rencana kineria yang telah ditetapkan;

b.      penyusunan    operasional    kerja    terhadap    perencanaan    di    bidang
administrasi  umum  dan  kepegawaian,  perencanaan  dan  keuangan  serta
bidang administrasi umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan  dan  pedoman  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  dapat
bet).alan sesuai dengan rencana kinelja yang telah ditetapkan;

c.      pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang administrasi umum dan
kepegawaian,    perencanaan   dan   keuangan,    dan   semua   seksi   pada
Kecamatan    sesuai    ketentuan    peraturan    perundang-undangan    dan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas bet).alan efektif dan efisien;

d.      penyusunan     pelaporan     kineria     di     bidang     kesekretariatan     dan
pengoordinasian       bahan       pelaporan       kinelj a       dan       pelaporan
pertanggung).awaban  penyelenggaraan  pemerintahan  lainnya  pada  semua
unsur unit kelja internal  berdasarkan  bahan data,  telaahan dan analisa
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai target kinerja yang
telah ditetapkan;

e.      penyelian  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan  program  kegiatan  di
bidang kesekretariatan serta pelaksanaan dan hasil kineria kegiatan pada
unsur    unit    kerja    lainnya    berdasar    data    yang    ada    dan    dapat
dipertanggungjawabkan   agar   terwujud   tertib   administrasi   perkantoran
sebagai  bahan  evaluasi  dan  penyempumaan  terhadap  program  kegiatan
selanjutnya; dan

f.       penyeliaan,   monitoring,   dan   evaluasi   terhadap   akses   informasi  yang
berkaitan dengan pelayanan publik dalam rangka upaya pemutakhiran dan
keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat.

(3)    Uraian  tugas  Sekretariat  Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
sebagai berikut:
a.      menyusun  rumusan  kebijakan  teknis  program  kegiatan  dan  pelayanan

administratif di bidang administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan
dan   keuangan   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   dan
pedoman  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  dapat  bejalan  sesuai
dengan rencana kinelja yang telah ditetapkan;

b.      menyusun operasional kerja terhadap perencanaan di bidang administrasi
umum   dan   kepegawaian,   perencanaan   dan   keuangan   serta   bidang
administrasi   umum   lainnya   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan  dan  pedoman  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  dapat
berialan sesuai dengan rencana kineria yang telah ditetapkan;

c.      mengoordinasikan  pelaksanaan  pengelolaan  bidang  administrasi  umum
dan  kepegawaian,  perencanaan  dan  keuangan,  dan  semua  seksi  pada
Kecamatan    sesuai    ketentuan    peraturan    perundang-undangan    dan
pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

d.      menyusun      pelaporan      kinerja     di      bidang     kesekretariatan      dan
mengoordinasikan       bahan       pelaporan       kinelj a       dan       pelaporan
pertanggungjawaban  penyelenggaraan  pemerintahan  lainnya pada  semua
unsur unit keria internal berdasarkan bahan data,  telaahan dan analisa
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai target kinelja yang
telah ditetapkan ;

e.      menyelia,   memonitoring   dan   mengevaluasi   penyelenggaraan   program
kegiatan  di  bidang  kesekretariatan  serta  pelaksanaan  dan  hasil  kinelja
kegiatan pada unsur unit kelja lainnya berdasar data yang ada dan dapat
dipertanggungjawabkan   agar   terwujud   tertib   administrasi   perkantoran



-6-

sebagai  bahan  evaluasi  dan  penyempumaan  terhadap  program  kegiatan
selanjutnya;

f.       menyelia,  memonitoring dan mengevaluasi terhadap akses informasi yang
berkaitan dengan pelayanan publik dalam rangka upaya pemutakhiran dan
keterbukaan informasi -sebagal bantu-k akuntabilitas terhadap masyarakat;
dan

9.      melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi
organisasi.

(4)   Sekretariat terdiri atas:
a.     Subbagian umum dan Kepegawaian;
b.     Subbagian perencanaan dan Keuangan;

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

(1)    Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)    huruf    a    mempunyai    tugas    pelaksanaan    dan    tertib    administrasi
penyelenggaraan urusan dibidang Umum dan Kepegawaian.

(2)    Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagai berikut:
a.      menyusun  bahan  dan  rencana  program  kegiatan  di  bidang  pengelolaan

administrasi   umum   dan   administrasi   kepegawaian   sesuai   penetapan
kinelja  agar  pelaksanaan  pekeljaan  sesuai  dengan  target  rencana  yang
telah ditentukan;

b.     menyusun bahan pedoman terhadap pelaksanaan pengelolaan dan tertib
administrasi    surat   menyurat,    kerumahtanggaan,    kearsipan,    barang
inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian sesuai
prosedur  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
berdasarkan dokumen rencana keria dan penetapan kineria agar tersusun
dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;

c.      menyusun,    menyelia    dan    mengoordinasikan    terhadap    pelaksanaan
kegiatan dibidang administrasi umum sesuai kewenangannya agar tercipta
tertib administrasi sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;

d.      menyusun,    menyelia    dan    mengoordinasikan    terhadap    pelaksanaan
kegiatan dibidang administrasi pengelolaan kepegawalan dan sumber daya
manusia, peningkatan kapasitas dan kinelja aparatur serta pengembangan
sumber daya manusia  sesuai  bidang kewenangannya agar tercipta tertib
administrasi sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;

e.      meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan
dokumen dan kelengkapan pelaksanaan pekeriaan di bidang administrasi
umum   sesuai   dengan   pedoman   petunjuk  dan   peraturan   perundang-
undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungj awabkan;

f.       meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan
dokumen dan kelengkapan pelaksanaan pekeriaan di bidang administrasi
kepegawaian sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan ;

9.      monitoring   dan   evaluasi   terhadap   pelaksanaan   tugas   sesuai   bidang
tugasnya     secara     berkala     agar     dapat     dilakukan     evaluasi     dan
pertanggungjawaban hasil tugas pekeljaan sesual penetapan kinerja yang
telah ditentukan;

h.     membuat   bahan   laporan   kineria   di   bidang   umum   dan   kepegawaian
berdasarkan olahan data, analisis dan capaian basil pelaksanaan pekeljaan
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kineria; dan
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I.       melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkari.

_Paragra£_2
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 5

(1)    Subbagian  Perencanaan  dan  Keuangan  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  3
ayat  {4).  huruf  b   mempunyai   tugas-  pelaksanaanL-  dan  tertibz  administrasi
penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan dan keuangan.

(2)    Uraian  tugas  Subbagian  Perencanaan  dan  Keuangan  sebagaimana dimaksird
pada ayat ( 1), sebagai berikut:
a.      menyusun bahan dan rencana program kegiatan di bidang perencanaan,

serta- pe-ngelolaan  administrasi keuangan  sesuai  penetapan kineja- a-gar
pelaksanaan    pekeriaan    sesuai    dengan    target   rencana   yang   telah
ditentukan;

b.      menyusun bahan pedoman terhadap pelaksanaan perencanaan,  program,
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan,
sesuai   peraturan   perundangTundangrn   yang   berlaku   agar   kegiatan
penyelenggaraan tertib administrasi keuangan  beljalan optimal;

c.      menyusun  dan  menyelia  terhadap  pelaksanaan  koordinasi  penyusunan
perencanaan,   Rencana   Strategis,   Rencana.   Keja¥   Indikator   KinerijL
Rencana    Kelja    dan    Anggaran,    Peljanjian    Kineria    dan    pelaporan
perencanaan  lainnya  sesuai  kewenangannya  agar  tercipta  perencanaan
yang sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;

d.      menyusun  dan  menyelia  terhadap  pelaksanaan  dan  tertib  administrasi
keuangan,  anggaran,  akuntansi,  pengelolaan  aset,  dan  perbendaharaan
sesuai  ketentuan  pedoman  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  dapat
beljalan secara optimal;

e.      meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan
dokumen  dan  kelengkapan  administrasi  perencanaan  dan  administrasi
keuangan  sesuai  dengan  pedoman  petunjuk  dan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaini agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

f.       monitoring   dan   evaluasi   terhadap   pelaksanaan   tugas   sesuai   bidang
tugasnya     secara     berkala     agar     dapat     dilakukan     evaluasi     dan
pertanggungj-awaban hasil tugas pekeljaan sesuai penetapan kinelja yang
telah ditentukan ;

9.      membuat  bahan  Laporan  Kineria  di  bidang  perencanaan  dan  keuangan
berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekeriaan
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kineria; dan

h.     melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Bagian Kftiga
Seksi Pemerintahan

Paed 6

(1)    Seksi  Pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  humf  b
mempunyai tugas pelaksanaan dan tertib administrasi penyelenggaraan urusan
dibidang pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Desa/ Kelurahan.
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(2)    Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagainana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut:
a.      menyusun   bahan   perencanaan   di   bidang   penyelenggaraan   kegiatan

pemerintahan   di   tingkat   Kecamatan   sesuai   prosedur   dan   ketentuan
peraturan   perundang-undangan   yang   berlahai   berdasarkan   dokumen
rencana kelja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan
yang sesuai dengan bidangnya;

b.      menyustm bahan perencanaan di bidang pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan   pengawasan   penyelenggaraan    pemerintahan   Desa/Kelurahan   di
tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan   yang   berlalm   berdasarkan   dckumen   rencana   keb-a   dan
penetapan   kinelja  agar  tersusun  dokumen  perencanaan  yang  sesuai
den_gan bidangr!ya;_

c.      menyusun  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  terhadap  pelaksanaan
kegiatan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat  Kecamatan
sesuni   perafuran   perundang-unda_nga_n   yang   berlakii   agar   kegiata]|
penyelenggaraan pemerintahan belj alan optimal;

d.     menyusun  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  terhadap  pelaksanaan
kegiatan   pembinaan   dan   pengawasan   penyelenggaraan   pemerifftahan
Desa/Kelurahan   di   tingkat   Kecamatan   sesuai   peraturan   perundang-
undangan  yang  berlaini  agar  kegiatan  penyelenggaraan   pemerintahan
bell-alan optinal;

e.      menyusun     kegiatan     kelja     di     bidang     penyelenggaraan     kegiatan
pemerintahan   di   tingkat  Kecamatan   sesuai   ketentuan   pedoman  yang
berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berialan sesuai dengan target kineria
yang telah ditetapkan;

1      menyusun kegiatan keria di bidang penyelenggaraan kegiatan pembinaan
dan   pengawasan   penyelenggaraan    pemerintahan   Desa/Kelurahan   di
tingkat   Kecamatan    sesuai   ketentuan   pedoman   yang   berlaku   agar
peldsanaan` tugas dapat `berialan- sesuai dengrnL` target kineria- yang- telah
ditetapkan;

h.     meneliti,   menelaah,   dan   mengoreksi   bahan   dan   konsep   penerbitan
d`o]inmen  perizinan  din  non  perfeinan  sesual dengan kewenangannya di
bidang  pemerintahan  di  tingkat  Kecamatan  sesuai  standar  operasional
prosedur yang berlaku agrr hasilnya dapat dipertanggungiawabkan;.

i.       memfasilitasi,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporari  terhadap  pelaksanaan
tugas di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat
Kecamatan  dan penyelenggaraan kegiatan  pemhinaan  dan penganrasan
penyelenggaraan  pemerintahan  Desa/Kelurahan  yang  dilaksanakan  oleh
perangkat  daerah,  instansi  vertikal  dan  organisasi/  kelembagaan  formal
dan--  informal  lainnya- yang= ada-  di' wilayahL  Keeama-tan  agar  pelaksana-an'
tugas beljalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;

j.       memfasilitasi,  koordinasi,  dan  sinkronisasi  terhadap  pelaksanaan  tugas
dan  fungsi` semua  unsur  komponen  yang  ada  di` Kecamatan  di- biding
pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
agar  penyelenggaraan  kegiatan yang dilaksanakan  dapat  berialan  sinengi
dan tercipta hubungan yang harmonis;

k.      membina, membimbing, dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap
semua unsur masyarakat. dan pemerintahan di tined±at. Ke`camatan sesuai
bidang    tugasnya    berdasarkan    pedoman    petunjuk    dan    peraturan
perundang-undangan   yang   berlaku   agar   kinelja   pemerintahan   dapat
berialan-optind-;

1.       membuat   bahan   laporan   kinerja   di   bidang   penyelenggaraan   kegiatan
pemerintahan di tin8kat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisis dan
capaian   hasiT   pel-cksanaan   pckelj-aan   sebagal  bahan   informasif   dan
pertanggungjawaban target kinelj a; dan
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in.    melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Seksi Ketentranian dan Ketertiban

Pasal 7

(1)    Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf  c   mempunyai   tugas   pelaksanaan   kegiatan   dan   tertib   administrasi
penyelenggaraan urusan dibidang ketentraman dan ketertiban umum terhadap
masyarakat di tingkat Kecamatan.

(2)    Uraian  tugas  Seksi  Ketentrarnan  dan  Ketertiban  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1), sebagai berikut:
a.      menyusun  bahan  perencanaan  di  bidang  ketentraman  dan  ketertiban

umum  di  tingkat  Kecamatan  sesual  prosedur  dan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang  berlaku  berdasarkan  dokumen  rencana  kelja
dan penetapan kinelja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai
dengan bidangriya;

b.      menyusun  bahan  perencanaan  di  bidang  fasilitasi  koordinasi  terhadap
penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan   yang   berlaku   berdasarkan   dokumen   rencana   kelja   dan
penetapan   kineria   agar   tersusun   dokumen   perencanaan  yang  sesuai
dengan bidangnya;

c.      menyusun  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  terhadap  pelaksanaan
kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan sesuai
peraturan      perundang-undangan      yang      berlahai      agar      kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan berialan optimal;

d.      menyusun  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  terhadap  pelaksanaan
kegiatan fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan
daerah  dan  peraturan  Bupati  di  tingkat  Kecamatan  sesuai  peraturan
perundang-undangan    yang    berlaku    agar    kegiatan    penyelenggaraan
pemerintahan beljalan optimal;

e.      menyusun kegiatan kelja di bidang ketentraman dan ketertiban umum  di
tingkat   Kecamatan   sesuai   ketentuan   pedoman   yang   berlaku   agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kineq.a yang telah
ditetapkan;

f.       menyusun    kegiatan    keria   di    bidang   fasilitasi    koordinasi    terhadap
penerapan  dan  penegakan  peraturan  daerah  dan  peraturan  Bupati  di
tingkat   Kecamatan    sesuai    ketentuan   pedoman   yang   berlaku    agar
pelaksanaan tugas dapat beljalan sesuai dengan target kinerja yang telah
ditetapkan;

h.      meneliti,   menelaah,   dan   mengoreksi   bahan   dan   konsep   penerbitan
dokumen  perizinan  dan  non  perizinan  sesuai  dengan  kewenangannya  di
bidang  ketentraman  dan  ketertiban  umum  di  tingkat  Kecamatan  sesuai
standar    operasional    prosedur    yang    berlaku    agar    hasilnya    dapat
dipertanggungjawabkan;

i.       memfasilitasi,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  terhadap  pelaksanaan
tugas di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,  serta
fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah
dan  peraturan  Bupati  di  tingkat  Kecamatan,  Kelurahan  dan  Desa  yang
dilaksanakan      oleh      perangkat      daerah,      instansi      vertikal      dan
organisasi/kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada di wilayah
Kecamatan  agar  pelaksanaan  tugas  berialan  efektif,  efisien,  1ancar  dan
terkendali;
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j.       memfasilitasi,  koordinasi,  dan  sinkronisasi  terhadap  pelaksanaan  tugas
dan  fungsi  semua  unsur  komponen  yang  ada  di  Kecamatan  di  bidang
ketentraman  dan  ketertiban  umum  di  tingkat  Kecamatan  sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan
dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;

k.      memfasilitasi,  koordinasi,  dan  sinkronisasi  terhadap  pelaksanaan  tugas
dan  fungsi  semua  unsur  komponen  yang  ada  di  Kecamatan  di  bidang
kesatuan   bangsa,   dan   perlindungan   masyarakat   serta   satuan   polisi
pamong praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan
kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan
yang h-onis;

I.       membina, membimbing, dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap

in.

n.

semua  unsur  masyarakat  dan  pemerintahan  di  di  tingkat  Kecamatan
sesuai  bidang  tugasnya  berdasarkan  pedoman  petunjuk  dan  peraturan
perundang-undangan   yang   berlaku   agar   kinelja   pemerintahan   dapat
belj alan optimal;
membuat  bahan  laporan  kinelja  di  bidang  ketentraman  dan  ketertiban
umum   dan   fasilitasi   koordinasi   terhadap   penerapan   dan   penegakan
peraturan daerah dan peraturan Bupati di tingkat Kecamatan berdasarkan
olahan  data,  analisa  dan  capaian  hasil  pelaksanaan  pekerjaan  sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja; dan
melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 8

(1)    Seksi  Pembangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  huruf d
mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penyelenggaraan
urusan di bidang pembangunan di tingkat Kecamatan.

(2)    Uraian tugas Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut:
a.      menyusun   bahan   perencanaan   di   bidang   pembangunan   di   tingkat

Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kelja dan penetapan kinelja
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;

b.      menyusun  bahan  perencanaan  di  bidang  pemeliharaan  prasarana  dan
sarana  pelayanan  umum  di  wilayah  Kecamatan   sesuai  prosedur  dan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku   berdasarkan
dokumen  rencana  kelja  dan  penetapan  kinelja  agar  tersusun  dokumen
perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;

c.      menyusun  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  terhadap  pelaksanaan
kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku   agar  kegiatan  penyelenggaraan   pemerintahan
berialan optimal;

d.     menyusun  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  terhadap  pelaksanaan
kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah
Kecamatan   sesuai  peraturan   perundang-undangan  yang  berlaku   agar
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berialan optimal;

e.      menyusun     kegiatan     keria     di     bidang     penyelenggaraan     kegiatan
pembangLman   di   tingkat  Kecamatan   sesuai   ketentuan  pedoman  yang
berla]m agar pelaksanaan tugas dapat berialan sesuai dengan target kinerja
yang telah ditetapkan;
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f.       menyusun  kegiatan  kelja  di  bidang pemeliharaan  prasarana dan  sarana

pelayanan umum di wilayah Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang
berlaku agar pelaksanaan tugas dapat beljalan sesuai dengan target kineria
yang telah ditetapkan

9.      meneliti,   menelaah,   dan   mengoreksi   bahan   dan   konsep   penerbitan
dokumen  perizinan  dan  non  perizinan  sesuai  dengan  kewenangannya  di
bidang  pembangunan  di  tingkat  Kecamatan  sesuai  standar  operasional
prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

h.      memfasilitasi,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  terhadap  pelaksanaan
tugas   di   bidang   penyelenggaraan   pembangunan   dan   pemeliharaan
prasarana dan sarana pelayanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah, instansi vertikal dan organisasi/ kelembagaan formal dan informal
lainnya yang ada di wilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas beljalan
efektif, efisien, 1ancar dan terkendali;

i.       memfasilitasi,  koordinasi,  dan  sinkronisasi  terhadap  pelaksanaan  tugas
dan  fungsi  semua  unsur  komponen  yang  ada  di  Kecamatan  di  bidang
pembangunan di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
agar penyelenggaraan  kegiatan yang dilaksanakan  dapat  beljalan  sinergi
dan tercipta hubungan yang harmonis;

j.       membina, membimbing, dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap
semua unsur masyarakat dan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesual
bidang    tugasnya    berdasarkan    pedoman    petunjuk    dan    peraturan
perundang-undangan   yang   berlaku   agar   kineria   pemerintahan   dapat
belj alan optimal;

k.      membuat   bahan   laporan   kinerja   di   bidang   penyelenggaraan   kegiatan
pembangunan di tingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisis dan
capaian   hasil   pelaksanaan   pekeriaan   sebagai   bahan   informasi   dan
pertanggungj awaban target kinerja;

1.       melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Bagian Keenan
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9

(1)    Seksi  Kesejahteraan  Rakyat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (4)
huruf  e   mempunyai   tugas   pelaksanaan   kegiatan   dan   tertib   administrasi
penyelenggaraan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kecamatan.

(2)    Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:
a.      menyusun bahan perencanaan di bidang Kesejahteraan Rakyat di tingkat

Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kelja dan penefapan kinelja
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;

b.      menyusun  bahan  perencanaan  di  bidang  pemberdayaan  masyarakat    di

C.

tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan   yang   berlaku   berdasarkan   dokumen   rencana   kelja   dan
penetapan   kineria  agar  tersusun  dokumen   perencanaan  yang  sesuai
dengan bidangnya;
menyusun  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  terhadap  pelaksanaan
kegiatan  kesejahteraan  rakyat  di  tingkat  Kecamatan  sesual  peraturan
perundang-undangan    yang    berlaku    agar    kegiatan    penyelenggaraan
pemerintahan berialan optimal;
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d.      menyusun  bahan  pedoman  dan  petunjuk  teknis  terhadap  pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan sesuai peraturan
perundang-undangan    yang    berlaku    agar    kegiatan    penyelenggaraan
pemerintahan berjalan optimal;

e.      menyusun   kegiatan   kelja   di   bidang   kesejahteraan   rakyat   di   tingkat
Kecamatan  sesuai  ketentuan  pedoman  yang  berlaku  agar  pelaksanaan
tugas dapat beljalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;

f.       menyusun kegiatan kelja di bidang pemberdayaan masyarakat   di tingkat
Kecamatan  sesuai  ketentuan  pedoman  yang  berlaku  agar  pelaksanaan
tugas dapat beljalan sesual dengan target kinelja yang telah ditetapkan;

9.      meneliti,   menelaah,   dan   mengoreksi   bahan   dan   konsep   penerbitan
dokumen  perizinan  dan  non  perizinan  sesuai  dengan  kewenangannya  di
bidang   Kesejahteraan   Rakyat   di   tingkat   Kecamatan   sesuai   standar
operasional       prosedur       yang       berlaku       agar       hasilnya       dapat
dipertanggungjawabkan;

h.     memfasilitasi,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  terhadap  pelaksanaan
tugas di bidang penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan
masyarakat  di   tingkat  Kecamatan  yang  dilaksanakan   oleh   perangkat
daerah, instansi vertikal dan organisasi/kelembagaan formal dan informal
lainnya yang ada di wilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berialan
efektif, efisien, lancar dan terkendali;

i.       memfasilitasi,  koordinasi,  dan  sinkronisasi  terhadap  pelaksanaan  tugas
dan  fungsi  semua  unsur  komponen  yang  ada  di  Kecamatan  di  bidang
kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat beljalan
sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;

j.       membina, membimbing, dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap
semua unsur masyarakat dan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai
bidang    tugasnya    berdasarkan    pedoman    petunjuk    dan    peraturan
perundang-undangan   yang   berlaku   agar   kinerja   pemerintahan   dapat
berj alan optimal;

k.      membuat bahan laporan kinelja di bidang kesejahteraan rakyat di tingkat
Kecamatan    berdasarkan    olahan    data,    analisa    dan    capaian    hasil
pelaksanaan pekeljaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
target kinelja; dan

1.       melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalaln  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.

BAB Ill
URAIAN TUGAS KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kelurahan

Pasal 10

(1)    Kelurahan  dipimpin  oleh  Lurah yang mempunyai  tugas  memimpin  Kelurahan
dalam  hal  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  Kelurahan,  pemberdayaan
masyarakat,  pelayanan  masyarakat,  memelihara  sarana  dan  prasarana  serta
fasilitas pelayanan umum.

(2)    Kelurahan  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
menyelenggarakan fungsi :
a.      pelaksanaan  kegiatan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  tingkat

kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  umum  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;
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b.      penyusunan  dan  pelaksanaan  kegiatan  terhadap  potensi  pemberdayaan
masyarakat di wilayahnya  sesuai ketentuan  dan  peraturan yang berlaku
agar pembangunan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan optimal;

c.      penyusunan   dan   pelaksanaan   penyelenggaraan  pelayanan   publik  dan
pelayanan umum lainnya terhadap masyarakat di tingkat kelurahan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan;

d.      pengoordinasian dan pemeliharaan terciptanya ketentraman dan ketertiban
umum  di  wilayah   kelurahan   sesuai  pedoman   petunjuk  agar  tercipta
lingkungan yang tertib dan aman;

e.      pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas  pelayanan  umum  di
wilayah kelurahan  sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar terpelihara dengan baik aset milik pemerintah yang ada di
kelurahan;

f.       pembinaan    dan    pengawasan    penyelenggaraan    pemerintahan    tingkat
Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku  agar  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan  di
kelurahan dapat beljalan lancar dan terkendali; dan

9.      pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada atasan baik
melalui laporan kineria dan laporan penyelenggaraan pemerintahan lainnya
sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi
organisasi.

(3)   Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a.      melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan  pemerintahan di tingkat

Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  umum  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

b.      menyusun   dan   melakukan   pelaksanaan   kegiatan   terhadap   potensi
pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku agar pembangunan masyarakat dapat terlaksana dengan baik
dan optimal;

c.      menyusun   dan   melaksanakan   penyelenggaran   pelayanan   publik   dan
pelayananan  umum  lainnya  terhadap  masyarakat  di  tingkat  Kelurahan
sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

d.      mengoordinasikan dan memelihara terciptanya ketentraman dan ketertiban
umum  di  wilayah   Kelurahan   sesuai  pedoman  petunjuk  agar  tercipta
lingkungan yang tertib dan aman;

e.      memelihara  sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas  pelayanan  umum  di
wilayah Kelurahan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar terpelihara dengan baik aset milik pemerintah yang ada di
Kelurahan;

f.       membina     dan     mengawasi     penyelenggaraan     pemerintahan     tingkat
Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku  agar  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan  di
Kelurahan dapat beljalan lancar dan terkendali;

9.      melaporkan  hasil  kegiatan  pelaksanaan  tugas  pekeriaan  kepada  atasan
baik  melalui  laporan  kineq.a  dan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan
lainnya  sebagai  bahan  pertanggungjawaban  dan  evaluasi terhadap  tugas
dan fungsi organisasi; dan

h.     melaksanakan tugas pembantuan dan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh   atasan   sesuai   dengan   ketentuan   yang   berlaku   dalam   rangka
kelancaran tugas dan fungsi organisasi.

(4)    Unsur-unsur organisasi Kelurahan terdiri atas:
a.      Sekretariat;
b.      Seksi pemerintahan;
c.      Seksi pembangunan;
d.      Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
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e.      Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal  1 1

(1)    Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas pelayanan administratif pelaksanaan penyelenggaraan urusan
dibidang  kegiatan   perencanaan,   keuangan,   umum   dan   kepegawaian   pada
tingkat Kelurahan.

(2)   Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1),  Sekretariat
mempunyai fungsi:
a.      penyusunan  operasional  kerja  terhadap  pelayanan  administratif meliputi

umum  kepegawaian  dan  perencanaan  keuangan  di  tingkat  Kelurahan
sesuai  ketentuan   peraturan   perundang-undangan  dan   pedoman  yang
berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  dapat  berialan  sesuai  dengan  rencana
kineria yang telah ditetapkan;

b.      pelaksanaan     pelayanan     administratif     meliputi     surat     menyurat,
kerumahtanggaan,  kearsipan,  inventaris,  pengelolaan  kepegawaian  dan
pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan terhadap unit kerja
di kelurahan;

c.      pengoordinasian   pelaksanaan   pengelolaan   bidang   administrasi   umum
kepegawaian,    perencanaan   dan   keuangan,   dan   semua   seksi   pada
Kelurahan sesuai ketentunn peraturan perundang-undangan dan pedoman
yang berlaku agar pelaksanaan tugas beljalan efektif dan efisien;

d.      penyusunan bahan pelaporan kinerja di bidang kesekretariatan di tingkat
kelurahan  dan  fasilitasi  pelaporan  pertanggungjawaban  penyelenggaraan
pemerintahan lainnya pada unit kelja internal berdasarkan bahan dan data
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai target kinelja yang
telah ditetapkan;

e.      pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang
kesekretariatan  serta pelaksanaan  hasil kinelja kegiatan  pada unit kelja
lainnya di  tingkat Kelurahan  berdasar data laporan  agar terwujud  tertib
administrasi perkantoran sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan

f.       pelaksanaan   monitoring,    evaluasi   dan   pengawasan   terhadap   akses
informasi   yang   berkaitan    dengan    pelayanan    publik   dalam   upaya
keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat
di tingkat Kelurahan.

(3)   Uraian  tugas  Sekretariat  Kelurahan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1),
sebagai berikut:
a.    menyusun  operasional  kelja  terhadap  pelayanan  administratif  meliputi

umum  kepegawaian  dan  perencanaan  keuangan  di  tingkat  Kelurahan
sesuai  ketentuan   peraturan   perundang-undangan   dan  pedoman  yang
berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  dapat  berialan  sesuai  dengan  rencana
kinelja yang telah ditetapkan;

b.    melaksanakan     pelayanan     administratif    meliputi     surat     menyurat,
kerumahtanggaan,   kearsipan,  inventaris,  pengelolaan  kepegawaian  dan
pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan terhadap unit kelja
di Kelurahan;

c.    mengoordinasikan  pelaksanaan  pengelolaan  bidang  administrasi  umum
kepegawaian,    perencanaan   dan   keuangan,    dan   semua   seksi   pada
Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman
yang berlaku agar pelaksanaan tugas beljalan efektif dan efisien;
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d.      menyusun  bahan  pelaporan  kinelja  di  bidang  kesekretariatan  di  tingkat
Kelurahan  dan  fasilitasi  pelaporan  pertanggungjawaban  penyelenggaraan
pemerintahan lainnya pada unit kelja internal berdasarkan bahan dan data
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai target kinelja yang
telah ditetapkan;

e.      monitoring     dan     evaluasi     penyelenggaraan     kegiatan     di     bidang
kesekretariatan  serta pelaksanaan  hasil kinelja kegiatan  pada unit kerja
lainnya di tingkat Kelurahan berdasarkan data laporan agar terwujud tertib
administrasi perkantoran sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

f.       monitoring,   evaluasi   dan   pengawasan   terhadap   akses   informasi  yang
berkaitan  dengan  pelayanan  publik  dalam  upaya  keterbukaan  informasi
sebagai bentuk akuntabilitas  terhadap  masyarakat di  tingkat Kelurahan;
dan

9.      melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 12

(1)    Seksi  Pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (4)  huruf b
mempunyai tugas pelaksanaan dan tertib administrasi penyelenggaraan urusan
dibidang pemerintahan di tingkat Kelurahan.

(2)   Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut:
a.    menyusun   bahan   perencanaan   di   bidang   penyelenggaraan   kegiatan

pemerintahan  dan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  dan  pelayanan
masyarakat di tingkat Kelurahan sesuai prosedur dan ketentuari peraturan
perundang-undangan yang  berlaku  berdasarkan  dokumen  rencana kelja
dan penetapan kinelja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai
dengan bidangnya;

b.    menyusun     kegiatan     kerja     di     bidang     penyelenggaraan     kegiatan
pemerintahan  dan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  dan  pelayanan
masyarakat di tingkat Kelurahan sesual ketentuan pedoman yang berlaku
agar pelaksanaan tugas dapat beljalan sesuai dengan target kinelja yang
telah ditetapkan;

c.      meneliti,   menelaah,   dan   mengoreksi   bahan   dan   konsep   penerbitan
dokumen   administrasi   perizinan   dan   non   perizinan   sesuai   dengan
kewenangannya di bidang pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban
umum  dan  pelayanan  masyarakat  sesuai  standar  operasional  prosedur
yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungj awabkan;

d.      memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perangkat
daerah     di     bidang     penyelenggaraan     kegiatan     pemerintahan     dan
ketenterarnan dan ketertiban umum dan pelayanan masyarakat di tingkat
Kelurahan  agar  pelaksanaan  tugas  beljalan  efektif,  efisien,  lancar  dan
terkendali;

e.      memberikan  pembinaan,  bimbingan,  supervisi,  fasilitasi,  dan  konsultasi
terhadap  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  ketenteraman
dan  ketertiban  umum  dan  pelayanan  masyarakat  di  tingkat  Kelurahan
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  kinelja
pemerintahan dapat beq.alan optimal;

f.       melaporkan  hasil  kegiatan  pelaksanaan  tugas  pekeriaan    sebagai  bahan
evaluasi dan pertanggung).awaban akuntabilitas pelaporan kinelja di bidang
pemerintahan  dan  ketenteraman  dan  ketertibari  umum  dan  pelayanan
masyarakat pada tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan dalam peljanjian
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kinelja;
membuat   bahan   laporan   kinelja  di   bidang   penyelenggaraan   kegiatan
pemerintahan  dan  ketenteraman  dan  ketertiban  umum  dan  pelayanan
masyarakat pada tingkat Kelurahan  berdasarkan data,  analisa dan  hasil
pelaksanaan pekeljaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
target kinelja; dan

h.     melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Seksi Pembangunan

Pasal 13

(1)    Seksi  Pembangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (4)  huruf c
mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan dan tertib adrninistrasi penyelenggaraan
urusan di bidang pembangunan di tingkat Kelurahan.

(2)    Uraian tugas Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut:
a.    menyusun   bahan   perencanaan   di   bidang   penyelenggaraan   kegiatan

pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
dan  pelayanan  masyarakat  di  tingkat  Kelurahan  sesuai  prosedur  dan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   yang   berlaku   berdasarkan
dokumen  rencana  kelja  dan  penetapan  kineria  agar  tersusun  dokumen
perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;

b.    menyusun     kegiatan     kelja     di     bidang     penyelenggaraan     kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
dan pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan sesuai ketentuan pedoman
yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat beljalan sesuai dengan target
kineq.a yang telah ditetapkan;

c.      meneliti,   menelaah,   dan   mengoreksi   bahan   dan   konsep   penerbitan
dokumen   administrasi   perizinan   dan   non   perizinan   sesuai   dengan
kewenangannya di bidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas  pelayanan  umum  dan   pelayanan  masyarakat   sesuai   standar
o pe rasional       pro sedur       yang       berlaku       agar       hasilnya       dapat
dipertanggung).awabkan;

d.      memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perangkat
daerah     di     bidang    penyelenggaraan     kegiatan     pembangLman     dan
pemeliharaan   prasarana   dan   fasilitas   pelayanan   umum   di   tingkat
Kelurahan  agar  pelaksanaan  tugas  beljalan  efektif,  efisien,  lancar  dan
terkendali;

e.      memberikan  pembinaan,  bimbingan,  supervisi,  fasilitasi,  dan  konsultasi
terhadap  pelaksanaan  penyelenggaraan  pembangrman  dan  pemeliharaan
prasarana  dan  fasilifas  pelayanan  umum  dan  pelayanan  masyarakat  di
tingkat   Kelurahan   berdasarkan   peraturan   perundang-undangan   yang
berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;

f.       melaporkan  hasil  kegiatan  pelaksanaan  tugas  pekerjaan    sebagai  bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaporan kinelja di bidang
pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilifas pelayanan umum
dan pelayanan masyarakat pada tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan
dalam peljanjian kineria;

9.      membuat   bahan   laporan   kinelja   di   bidang   penyelenggaraan   kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
dan  pelayanan  masyarakat  pada  tingkat  Kelurahan  berdasarkan  data,
analisa  dan  hasil  pelaksanaan  pekeljaan  sebagai  bahan  informasi  dan
pertanggungj awaban target kinelja; dan
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h.     melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

(1)    Seksi  Kesejahteraan  Rakyat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (4)
huruf  d   mempunyai   tugas   pelaksanaan   kegiatan   dan   tertib   administrasi
penyelenggaraan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kelurahan.

(2)    Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:
a.    menyusun   bahan   perencanaan   di   bidang   penyelenggaraan   kegiatan

kesejahteraan     rakyat,     pemberdayaan     masyarakat     dan     pelayanan
masyarakat di tingkat Kelurahan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang  berlaku  berdasarkan  dokumen  rencana  kelja
dan penetapan kineria agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai
dengan bidangnya;

b.    menyusun     kegiatan     kelja     di     bidang     penyelenggaraan     kegiatan
kesejahteraan     rakyat,     pemberdayaan     masyarakat    dan     pelayanan
masyarakat di tingkat Kelurahan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku
agar pelaksanaan tugas dapat beljalan sesuai dengan target kinelja yang
telah ditetapkan;

c.      meneliti,   menelaah,   dari   mengoreksi   bahan   dan   konsep   penerbitan
dokumen   administrasi   perizinan   dan   non   perizinan   sesuai   dengan
kewenangannya di bidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat
dan  pelayanan  masyarakat  sesuai  standar  operasional  prosedur  yang
berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

d.      memfasilitasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perangkat
daerah    di    bidang    penyelenggaraan    kegiatan    kesejahteraan    rakyat,
pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat di tin8kat Kelurahan
agar pelaksanaan tugas beljalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;

e.      memberikari  pembinaan,  bimbingan,  supervisi,  fasilitasi,  dan  konsultasi
terhadap     pelaksanaan     penyelenggaraan           kesejahteraan     rakyat,
pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  kinelja
pemerintahan dapat belj alan optimal;

f.       melaporkan  hasil  kegiatan  pelaksanaan  tugas  pekeljaan    sebagai  bahan
evaluasi dan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaporan kinerja di bidang
kesejahteraan     rakyat,     pemberdayaari     masyarakat     dan     pelayanan
masyarakat pada tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan dalam pep.anjian
kineria;

9.      membuat bahan laporan kinelja di bidang penyelenggaraan kesejahteraan
rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat pada tingkat
Kelurahan  berdasarkan  data,  analisa  dan  hasil  pelaksanaan  pekeljaan
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kineria; dan

h.     melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  atasan  sesuai
dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah ditetapkan.
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BJue IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Jabatan F\ingsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f dan Pasal
10 ayat (4) humf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan
Kelurahan sesuai dengan keahliari dan kebutuhan.

Pasal 16

(1)    Jabatan   F\mgsional   sebagainana   dimaksud   dalam   Pasal   15   terdiri   atas
sejumlah   tenaga   dalaln   I.enjang   jabatan   fungsional   yang   terbagi   dalam
kelompok-kelompok sesual dengan Bidang keahliannya.

(2)    Jumlah  dan  jenis  jabatan  fungsional  sebagaimana  dinaksud  pada  ayat  (1)
ditentuhan berdasarkan kebutuhan dan beban keria.

(3)    Jenis,  jenjang  tugas  dan  rincian  tugas  masing-masing  Jabatan  F\mgsional
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a.   Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pejabat

di Lingkungan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor
62); dan

b.   Peraturan BupaLti Tabalong Nomor 82 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat
di  Lin8kungan  Kecanatan  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2017
Nomor 82).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlalni pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratunn Bupati
inidenganpenempatannyadalamBeritaDaerchKabupatenTabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal      .,`` _`,   I-:.ii=n~    r2``J2'3

BUPATI TABALONG ,

ltd
ANAVG syArmFLun
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Diundan8kan di Tanjung,
pada tanggal    2`?   u~z,-ii    '23.'L'3

SEKRETAR|S DAERAII KABUPATEN TABALONG ,

Tld
HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR     F3


